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BAB  IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka 

kesimpulan yang dapat ditarik yaitu  : 

1. Saat melakukan penangkapan di lapangan, anggota kepolisian harus 

menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar 

terciptanya rasa aman, tentram dan damai yang dirasakan oleh masyarakat. 

Saat melakukan penangkapan, kepolisian harus memenuhi segala aspek 

yang memenuhi prosedur penangkapan di lapangan. Dari wawancara yang 

di dapatkan di Propam Polda Jawa Tengah, berikut prosedural 

penangkapan yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh anggota kepolisian 

pada saat di lapangan melakukan penangkapan:  

a. Anggota kepolisian (Penyidik) tercatat di KTA (Kartu Tanda 

Anggota) dalam melakukan penugasan di lapangan. 

b. Anggota Kepolisian (penyidik) seharusnya menunjukan surat 

perintah tugas saat melakukan penangkapan atau penugasan di 

lapangan. 

c. Anggota kepolisian (penyidik) saat melakukan penangkapan 

dilarang melanggar hak tersangka atau hak asasi manusia. Anggota 

kepolisian wajib lapor pada RT/RW dilingkungan tersangka pelaku 

tindak pidana. 
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d. Anggota kepolisian (penyidik) harus menggunakan prinsip legalitas 

bahwa proses penyidikan harus sesuai dengan perundang-undangan 

e. Anggota kepolisian (penyidik) wajib memberitahukan alasan 

penangkapan dan kejahatan apa yang dilakukan oleh tersangka 

pelaku tindak pidana 

f. Setiap anggota kepolisian (penyidik) wajib melindungi dan 

menjaga privasi tersangka.  

Dari prosedural diatas, segala prosedur yang tertulis diatas harus dipenuhi 

oleh penyidik saat melakukan penangkapan di lapangan. 

2. Polda Jawa Tengah khususnya bidang propam berperan penting dalam 

melakukan penentuan kosekuensi yang layak untuk diberikan kepada 

pihak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode Etik 

Kepolisian yang mana salah satunya adalah Kesalahan Prosedur 

Penangkapan seperti topik yang saya bahas diatas. Hal tersebut dilakukan 

agar para anggota kepolisian dapat melakukan pekerjaan di kantor maupun 

lapangan sesuai dengan Kode Etik yang berlaku dan tidak merugikan 

masyarakat. Karena pada dasarnya tugas Polri atau anggota kepolisian 

ialah memberi rasa nyaman dan aman terhadap masyarakat luas. dari itu 

anggota kepolisian diharapkan dapat menaati peraturan yang berlaku. Jika 

terjadi suatu pelanggaran maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. 

Hukuman yang memberatkan atau hukuman yang berat pada saat 

kepolisian melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran adalah hukuman 
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PTDH yang mana hukuman tersebut mengakibatkan pihak kepolisian 

harus di berhentikan dengan tidak hormat. Adapun kosekuensi lainnya 

yaitu pemindahan penugasan atau mutasi. Hal tersebut bertujuan agar 

kepolisian tersebut merasakan kosekuensi yang dia sebabkan yang 

berdampak besar pada kerugian yang mungkin dialami oleh pihak instansi 

atau pihak masyarakat karena adanya kesalahan pada prosedur 

penangkapan. Jika didapati kepolisian yang bersalah dan dijatuhi 

hukuman, anggota kepolisian tersebut juga akan direhabilitasi di Polda 

Jawa Tengah guna untuk mengembalikan hak-haknya yang selama masa 

hukuman tidak terpenuhi.  

B. Saran 

1. Menambahkan atau rutin dalam mengingatkan kesalahan dan tata tertib 

agar tidak terjadi adanya kesalahan prosedur penangkapan lainnya yang 

dapat menyebabkan kerugiaan antara kepolisian, instansi dan masyarakat 

luas.yang mana hal tersebut sangat berdampak besar pada kesejahteraan 

dilingkungan masyarakat serta membantu menumbuhkan adanya 

keamanan, kedamaian didalam lingkungan bermasyarakat  

2. Menambah sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati jika 

terjadi kesalahan prosedur penangkapan dan melaporkan hal tersebut pada 

pihak yang berwenang agar tidak merugikan masyarakat.  

3. Menambah sosialisasi terhadap masyarakat tentang kosekuensi yang 

diberikan kepada kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur 
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penangkapan agar masyarakat tidak semena-mena menilai buruk kinerja 

kepolisian yang mana kepolisian yang bersalah pun pasti ada kosekuensi 

yang didapat.  

4. Untuk lebih memperketat peraturan di instansi kepolisian untuk tetap 

menaati peraturan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi kesalahan 

prosedur–prosedur saat anggota kepolisian terjun kelapangan yang 

bertujuan untuk mengayomi, menjaga, memberi keamaan pada masyarakat 

setempat atau dalam lingkungan masyarakat luas yang mana hal tersebut 

sudah menjadi tugas utama seorang Anggota Polri. 


	PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN SAAT MELAKUKAN KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN (STUDI KASUS DUGAAN KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN YANG DITANGANI OLEH PROPAM POLDA JAWA TENGAH)
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	PENGESAHAN
	SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	ABSTRAK
	MOTTO DAN PERSEMBAHAN
	PRAKATA
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL DAN BAGAN
	BAB  I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Perumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Kegunaan Penelitian
	E. Metode Penelitian
	1. Metode Pendekatan
	2. Spesifikasi Penelitian
	3. Objek Penelitian
	4. Teknik Pengumpulan Data
	5. Metode Pengolahan Data
	6. Metode Analisis Data

	F. Sistematika Penulisan

	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Teori Pertanggungjawaban secara umum
	B. Profil Kepolisian Daerah Jawa Tengah
	C. Tinjauan Umum Mengenai Penangkapan
	D. Prosedur dalam Melakukan Penangkapan
	E. Perlindugan Hukum terhadap Korban Salah Prosedur Penangkapan
	F. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Salah Prosedur Penangkapan

	BAB III
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Bagaimana Mekanisme Prosedur Penangkapan di Polda Jawa Tengah
	B. Kosekuensi yang Diberikan Ketika Terjadi Kesalahan dalam Prosedur Penangkapan

	BAB  IV
	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

